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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PET,IBIDIKAN DAN PENGAJAMN
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR :4ZO t2g4 i DIKMEN /Vt tZAlg

TENTANG

OPERASIONAL PELAKSANAAN SEKoLiIH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 BULIK TIMUR DI DESA BUKIT JAYA KECAMATAN BULIK TTMUR

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAM,\NDAU

KEPALA DINAS PENDIDIK,AI{ DAN PENGAJARAN,

: a. bahwa daram rangka pemekaran dan pemerataan perayanan
dibidang pendidika.n, perru adanya dasar rrurum unturr'peotman
pelaksanaan kegiatan sekctah Menengah Kejuruan ttegeri r guiik
fimul yang sarana. gedungnya satu.,init, oiuJntun 

'oeigan 
ui"v"

dariAnggaran pendapatan dan Belanja Daerah rinun zoiz;
b. bahwa sebagai peraksanaan ketentuan pasar z ayat (2) huruf bPeraturan pemerintah Flomor s rahun zooo itiran'ot"t"pi"n

Keputusan Menteri pendidikan Nasionat Nornoi 0s3/u/2001tentang pedoman_ F'enyusunan standar petayinan MinimarPenyelenggaraan persekorahan Bidang penoioiiian Dasar danMenengah sebagairnana terah diubah tErakhir Gntan xeputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129alul20oq i"irn zo(Ir;

c. bahwa berdasarkan pe. rtimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, perru ditetapkan dengun 
-r"prlrrai"Kepata 

DinasPendidikan dan pengajaran, Kabupaten Lamandau.

1. undang-undang Nonror 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten suramara,- r"u,ip"t"n seruyan,Kabupaten Lamandau, Kabupaten Ounung ilar-i"[ip"t"n pulangpisau, Kabupaten lrrrurung Raya, k;ilp;G; e"it" Timur Diprovinsi Karimantan Tqryah (Lembaran tt"biii n"prlrik rndonesiaTahun 2002 Nomor 19, Tambahan t-em6aian'Gs"r" Repubriklndonesia 4180);

?' Undang - Uncrang 
. 
Nomor 2g rahun. 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran ltegara Republik lndonesia rrnrn'zoo2 Nomor134, Tambahan Lemt:aran liegara Repubrik rndonesia Nomor4247):

3' lnoqry- - undang r.romor 20 rahun 2003 tentang sistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun
2003 Nomor 79, Tanrbahan Lembaian HegirJ n"prurir rndonesia
4301);

4. Undang-Undang...........



4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 44g7)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas
undang-undang Nomor 32 Tahun 2064 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tah'un 200g Nomor
59, Tambahan l_embaran Negara Republik tndonesia 4944;

5. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat Dengan pemerintah oaelan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20o4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia aa3g);

0. undang-undang Non'or 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraruran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20ii Ncmor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia 4389);

7. Peraturan Pemerintah Nomor rzrahun 1gg1 tentang pendidikan
Luar sekolah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1gg1
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 9460);

L Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 1gg2 tentang peran serta
Masyarakat Dalanr pendidikan Nasional (Lembiran Negara
Republik lndonesia Tahun 1gg2 Nomor 6g, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia 34Bg);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 19gg tentang penambahan
Atas Peraturan pemerintah Nomor 29 rahun 1gg0 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesii
Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 200s tentang standar
Nasional Pendidikan (Lenrbaran Negara Republik lnoonelia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negira Republik lndonesia
Nomor. 39s2) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 32 rahun zo13 tentang p6rubahan Atas
Peraturan Pemerintah lrromor 1g rahun z00s tentang standar
Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonelia Tahun
2013 Nomoi'71, Tamhahan Lembaian Negara Republik tndonesia
Nomor 5410)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 200s tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lnd-onesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lemblran Negara Republik lndonesia
4578):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 200s tentang pedoman
Penyusunan Dan penerapan standar pelayanah Minimal
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun zoos ttomor 1s0,
Tambahan Lembaran I'legara Republik lndonesia 4SSSI

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7g rahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan Dan pengawasan penyetengggaraan ?emerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik tndoneJialahun 200s Nomor
165' Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia asg3);

14. Peraturan Pemerintah.....,,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara pemerintah pusat, pemeriitah
Daerah Provinsi Dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nom or g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia 4737):

15. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s7 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Penataan Organisasi perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah l(abupaten Lamandau Nomor s rahun 200s
tentang Pembentukan Kecamatan Bulik rimur, Kecamatan. Menthobi Raya, Kecamatan sematu Jaya, Kecamatan Betantikan
Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 200g
tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran baerah Kabupaien
Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri D);

19. sK Bupati Lamandau Nomor : 1gg.4sl16sllvlHuKt2O13 tentang
Pendirian SMKN 'i Bulik rimur di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik
Trmur.

MEMUTI.'SKAN:
KEPUTUSAN KEPALA D!I,'AS DIKJAR KABUPATEN LAMANDAU
TEN ANG OPER.ASIONA!". PELAKSANAAN TUEXENENTI
KEJURUAN NEGERI 1 BI"'LIK TIMUR DI DESA BUKIT JAYA
KECAMATAN BULIK TIT$UR KABUPATEN LAMANDAU

Menetapkan operasional peraksanaan sMK Negeri I Bulik rimur dip9y !u!itJaya Kecamatan Butik rimur Kabupatin Lamandau oJngan
NSs. 36.1.{4.{1.04.003 dirnutai pada tahun pelalaran 2013,t2014.

segala. sesuatu yang berkaitan dengan operasional pelaksanaan
p".ro!h Menengah Kejuruan Negeri f gutik rimur oimarsua metiputi
hal sebagaiberikut:

1. fe_mlalgunan sarana prasarana dan pengadaan Fasititas sMKN
1 Bulik Timur.

2 Pengadaan Tenaga pengajar SMKN 1 Bulik Timur3. Penerimaan sis'na baru di mulairahun pelajaran 2ofir2old
I Penyelenggaraan proses belajar mengajar5. Pemberian biaya operasional sekolair dari ApBD Kabupaten

Lamandau.
6. Pada s^ekolah yang bersangkuta, supaya segera dipasang papan

Nama Sekolah .

7 . H{ -_ n{ lain yang berhubungan dengan operasionar sMK Negeri
1 Bulik Timur.

KETIGA



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Keputufan ini disampaikan kepada Ylh :

1. Bupati Lamandau ( sebagai laporan )

2. lnspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik Timur;
3. Arsip

Segala biaya sebagai akibai ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
mulai triwulan lll ( Tiga ) Tahun Anggaran 2013, Kegiatan Pemberian
Bantuan Operasional Sekolah SLTA Nomor: 1.01.1.01.01 .17.73

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 2013, dengan ketentuan
apabila di kemudian hariterciapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 28 Juni 2013

KEPAI3 DINAS

Utama Muda
19580909 198009 1 002


